KATA PENGANTAR

Puyji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan
rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra)
Badan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017
telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang mewajibkan setiap Lembaga untuk menyusun Renstra yang
memuat misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta
program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh telah merespon
Undang-undang tersebut dengan telah menyusun Renstra tahun

2012-2017.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan
Nasional 2012-2017 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Banda Aceh disusun untuk mempertajam arah kebijakan,
tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat
indikator kinerja (Performance Indicator) untuk mengukur Bencana
yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana
Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja (BPBD) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Banda Aceh.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh, sebagai
perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan
penanggulangan bencana di Banda Aceh diperlukan integritas dan
kapasitas sertaa kuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Banda Aceh (BPBD) ini diharapkan dapat memberikan informasi
penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Banda Aceh untuk

5 (lima) tahun mendatang.

Terima Kasih yang tidak terhingga atas saran dan masukan

yang bermanfaat sehingga tersusunnya Renstra yang sesuai dengan



harapan dan cita-cita Badan Penanggulangan Bencana Kota Banda
Aceh dalam mewujudkan Ketangguhan dalam menghadapi Bencana
di Banda Aceh khussusnya serta daerah sekitarnya dan juga bangsa

S€cara umuin.

Banda Aceh, Nopember 2012
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Banda Aceh
Kepala Pelaksana

Ir. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina
NIP. 19641231 199903 1 014
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Banda Aceh merupakan tuntutan dalam
melaksanakan Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan guna
memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi
yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yang disusun dengan mempedomani
RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, yang menggunakan
pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program , dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu dalam kurun waktu mulai tahun 2012

sampai tahun 2017.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 dalam proses penyusunannya
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Banda Aceh adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
terhitung mulai tahun 2012 sampai tahun 2017, yang ditetapkan dengan
maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi segenap komponen Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya

yang merupakan bagian integral dari tujuan pembangunan daerah yang



terumuskan dan disepakati bersama dalam dokumen RPJMD Kota Banda
Aceh Tahun 2012-2017, sehingga diharapkan segala upaya yang dilakukan
oleh seluruh komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan
menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling

melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2012-2017 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Daerah Kota
Banda Aceh untuk kurun waktu yang sama. Disamping itu Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini menjadi pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, yang nantinya menjadi masukan bagi
penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Banda Aceh dalam forum SKPD dan Musrenbang Kota
Banda Aceh, sebagai bahan utama dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh
disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan
dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Banda Aceh tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Banda Aceh;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 050/S
2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan
Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.



1.3

1.3.1

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Penyusunan Renstra BPBD Kata Banda Aceh

Maksud penyusunan dokumen Perencanaan Strategik
(Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh
untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam
pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang dimiliki Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh untuk mencapai
tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi Renstra ini
mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan
dengan sumber dana APBK Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Banda Aceh disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
Menjabarkan visi, misi pemerintahan daerah dalam bentuk
RPJMD

4. Memudahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Banda Aceh untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur
dan terarah

S. Memudahkan aparatur Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Banda Aceh dalam memilih kebijakan program
dan kegiatan operasional tahunan untuk 5 (lima) tahun

kedepan.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra BPBD Kata Banda Aceh

Tujuan Penyusunan Perencanaan Strategik (Renstra) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-
2017 adalah :

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang

berkesinambungan sesuai dengan Undang-Undang No. 25



Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

2. Sebagai landasan pelaksanaan system akuntabilitas dan

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda

Aceh

3. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA),

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
penyusunan Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

4. Sebagai acuan/dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan,

S. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana Kkerja

tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi
program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan
alternative atau baru, yang disusun atas dasar hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan

berbagai masalah yang dihadapi,

0. sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam

dokumen RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017

7. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan

1.4

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh.

SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh

Tahun 2012-2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN BPBD KOTA BANDA ACEH



BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan BPBD
2.1.2 Struktur Organisasi BPBD

2.2  Sumber Daya BPBD

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BPBD

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BPBD
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota Banda Aceh
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN BPBD KOTA BANDA ACEH

4.1 Visi dan Misi BPBD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
4.3 Strategi dan Kebijakan BPBD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

5.1 Rencana Program BPBD
5.2 Rencana Kegiatan BPBD
5.3 Indikator Kinerja

5.4 Kelompok Sasaran

5.5 Pendanaan Indikatif

INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANDA ACEH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh
merupakan suatu lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan
kegiatan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2012
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada
Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Banda Aceh dan
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota
Banda Aceh.

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana pada Badan

Penanggulangan Bencana Kota terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

(2) Sekretaris, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawabhi :
a. Seksi Pencegahan; dan

b. Seksi Kesiapsiagaan

(4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:



a. Seksi Kedaruratan; dan

b. Seksi Logistik

(5) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahi:

a. Seksi Rehabilitasi; dan
b. Seksi Rekontruksi

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
Pelaksanaan pengendalian penyusunan program Kkerja
jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang
pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik,
rehabilitasi dan rekontruksi bencana di Kota;

Pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi
dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik,
rehabilitasi dan rekontruksi bencana di Kota;

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap
kegiatan  program kerja di bidang pencegahan,
kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan
rekontruksi bencana di Kota;

Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan,
kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan
rekontruksi bencana di Kota;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pencegahan,
kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan
rekontruksi bencana; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Walikota dan Kepala BPBD sesuai dengan bidang

tugasnya.



Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program
perencanaan dan perumusan kebijakan ilingkungan BPBD
Kota;

b. Pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber
dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau
hibah luar negeri;

c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan,
hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi,
tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia,
keuangan, asset, perlengkapan, dan rumah tangga;

d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan
protocol;

e. Fasilitasi pelaksaan tugas dan fungsi unsur pengarah
penanggulangan bencana;

f.  Pengkoordinasian penyajian data dan  informasi
kebencanaan di wilayah Kota;

g. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan
penanggulangaan bencana, laporan akuntabilitas kinerja,
laporan keterangan pertanggujawaban Walikota dan
penyelenggaraan Pemerintah Kota;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja
tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

i.  Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan
fungsinya; dan

j- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Pelaksana.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,
penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan

masyarakat, asset, perlengkapan dan rumah tangga.



Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola

administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan,
jangka menengah dan jangka panjang, rencana strategis,
penganggaran, melakukan monitoring, evaluasi dan analisis
data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan
penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan
BPBD, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan
keterangan pertanggungjawaban Walikota dan laporan
penyelenggaraan Pemerintah Kota serta penyajian data dan

informasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan
nilai-nilai kearifan local;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini
pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam
rangka pengurangan resiko bencana;

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga
terkait dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan
peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan
bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada

10



tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat serta

pelaksanaan retribusi pemadam.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan
bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini

pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan
dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan
terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan
sarana vital,

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan
pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok
rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta
pemulihan segera prasarana dan sarana vital;

c. Pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat;

d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan
keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan

segera prasarana dan sarana vital;

11



e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kedaruratan
dan logistik; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan
fasilitas dan koordinasi penanggulangan bencana melalui
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan
pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok

rentan.

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan
fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui
kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan,

pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;

c. Pelaksanaa penyusunan program/perencanaan teknis,
pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi
dan rekontruksi pasca bencana;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan
instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang
rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;

e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi
pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi social,
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budaya, pelayanan public, pelayanan utama dalam
masyarakat pada pasca bencana;

f. Pengkoordinasian kegiatan rehabilitasi pemberdayaan
ekonomi dan peningkatan dalam masyarakat pada pasca
bencana;

g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekontruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;

h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis
kegiatan relokasi;dan

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan
bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca

bencana.

Kepala Rekontruksi mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam melaksanakan
fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui

kegiatan rekontruksi pada saat pasca bencana.
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2.2 Sumber Daya SKPD

Sebagai faktor

penunjang sumberdaya manusia,

jumlah

pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh

dapat dilihat sebagai berikut:

Jumlah Pegawai BPBD berdasarkan pangkat/golongan

Tabel 2.2.1

No. Golongan Jumiah Jumiah Ket
Laki-laki | Perempuan Orang
PNS
1 IV/b 3 - 3
2 IV/a 2 - 2
3 11/d 7 - 7
4 II/c 2 1 3
5 II/b 11 2 13
6 II/a 1
7 I1/d 1
8 II/c -
9 I1/b 15 - 15
10 II/a 20 1 21
11 I/d - 2
12 I/c - 2
Jumlah PNS 73 6 79
Non PNS
13 | Honorer 3 - 3
Jumlah Non - - -
PNS
Jumlah PNS +
Non PNS 7e ° 82

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat jumlah pegawai BPBD

Kota Banda Aceh sebanyak 82 orang, 79 orang PNS dan 3 orang non
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PNS, jumlah terbesar PNS pada golongan II/a sebanyak 21 orang, di
ikuti dengan golongan II/b sebanyak 15 orang dan golongan III/b

sebanyak 13 orang.

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai BPBD berdasarkan jabatan/eselonering

No Jabatan Jumlah Orang
1. Kepala 1
2. Sekretaris 1
3. | Kabid 3
4. Kasubbag/Kasi 9
Jumlah 14
Tabel 2.2.3

Jumlah Pegawai BPBD menurut tingkat pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Orang

1. |S2 2

2. |81 23

3. |DII 3

4. |DII 3

5. | SLTA 45

6. | SLTP 5

7. | SD 1
Jumlah 82

Dari tabel di atas, dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan
jumlah pegawai BPBD Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat
pendidikan SLTA sebanyak 45 orang, diikuti oleh tingkat S1

sebanyak 23 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari
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kualifikasi pendidikan pegawainya sudah menunjang BPBD sebagai

sebuah institusi penanggulangan bencana.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah
ketersediaan barang-barang inventaris BPBD Kota Banda Aceh untuk
menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh. Pengadaan
brang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK, juga
bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar

table sebagai berikut:

Tabel 2.2.4
Rekapitulasi Perlengkapan BPBD Kota Banda Aceh

No Uraian Unit

1. | Tanah 1 Parsial
2. | Bangunan Gedung 4 Unit
3. | Mobil Operasional 17 Unit
4. | Kendaraan Roda Dua 4  Unit
S. | Peralatan dan Mesin 55 Unit
6. | Alat Kantor & Rumah Tangga 252 Unit
7. | Alat Studio dan Komunikasi 58 Unit
8. | Instalasi Listrik dan Telepon 3  Unit
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Dari tabel di atas terlihat rasio antara anggaran dan total
realisai anggaran cukup baik, dimana rata-rata mencapai antara 91-
95 persen. Dari tabel juga terlihat rasio antara realisasi dan anggaran
pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai di atas 91 persen,
sedangkan untuk belanja langsung rasio rata-rata mencapai di atas
80 persen. Pada Pendapatan Asli Daerah terlihat rasio antara total
anggaran dan total realisasi anggaran cukup baik, dimana rata-rata

mencapai hingga 100 persen.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Banda Aceh, BPBD Kota adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas
dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kota. Oleh
karena itu tugas pokok pelayanan bidang penanggulangan bencana
disusun melalui program yang telah dilaksanakan pada periode
sebelumnya mulai Tahun 2007-2011 melalui:

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
Pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

2

3. Pelayanan peningkatan disiplin aparatur;

4. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
S

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai
satuan kerja bidang Penanggulangan Bencana, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh selama 5 tahun
terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan
penanggulangan bencana melalui berbagai mekanisme antara lain
dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti
BPBA, SAR, TNI/Polri, DPRK, Perguruan Tinggi, LSM, Pihak Swasta

dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Tantangan yang dihadapi terhadap pengembangan pelayanan

BPBD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko
bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana;

2. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif
dalam  penyebaran informasi kebencanaan = kepada
masyarakat;

3. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam

perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Peluang terhadap pengembangan pelayanan BPBD Kota Banda
Aceh Tahun 2012-2017 yaitu :

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan
dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk
mengurangi resiko-resiko bencana;

3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana bersama (Kota, Kecamatan, Desa);

4. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik Nasional maupun

Internasional dalam penanggulangan bencana.
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BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan BPBD sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3
Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Terbatasnya sumber daya aparatur bidang penanggulangan
bencana, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam
mendukung pelaksanaan tugas

3. Masih lemahnya sistim pendataan/informasi

4. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka
Penanggulangan Bencana

5. Belum Optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan
Bencana; dan

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-

permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal :
1. Keterbatasan sumber daya aparatur penanggulangan
bencana

2. Jumlah aparatur belum mencukupi

3. Sarana dan prasarana belum memadai
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2) Faktor Eksternal :
1. Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dalam rangka
penanggulangan bencana
2. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral
3. Belum maksimalnya kepedulian masyarakat dalam

penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Banda Aceh yang
islami, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang
akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis
dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya,
maka dalam pelaksanaan pembangunan Kota Banda Aceh untuk
periode 2012-2017, dicanangkan Visi Kota Banda Aceh “Banda Aceh
Model Kota Madani”, dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju
pelaksanaan syariat islam secara kaffah.

2) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik

3) Memperkuat ekonomi kerakyatan

4) Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan
sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan budaya.

5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami

6) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan
perlindungan anak

7) Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan

pembangunan Kota.

Sebagai penjabaran dari ke 7 (tujuh) misi Walikota dan Wakil
Walikota Banda Aceh, adapun tugas dan fungsi BPBD Kota Banda
Aceh yang berkaitan dengan visi, misi dan program Walikota Banda
Aceh adalah sebagaimana tertuang pada point 5 (lima) yaitu

melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami
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dengan tujuan meningkatkan infrastruktur Kota Banda Aceh yang

mendukung pariwisata islami, dengan sasaran :

- Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana dalam rangka
pengurangan risiko bencana seperti :

a. Pembangunan pos pengamat pantai dikawasan ulee
lheue

b. Pembangunan escape building di kecamatan Syiah
Kuala, Kuta Alam, Kuta Raja, dan Jaya Baru,

c. Pengadaan rambu penunjuk arah evakuasi kecamatan
Jaya Baru, Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, dan Syiah
Kuala untuk menunjang kegiatan penanggulangan
bencana.

- Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran,
seperti :

a. Pengadaan mobil tangga

b. Pengadaan Mobil supplay

c. Hydrant dalam Kota Banda Aceh.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BPBD Kota
Banda Aceh, yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan BPBD Kota Banda Aceh yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh

sebagai berikut:

1) Faktor-faktor penghambat pelayanan BPBD yang mempengaruhi
pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh
sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur

2. Jumlah aparatur belum memadai

3. Belum maksimalnya kepedulian masyarakat untuk ikut serta
secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan

bencana

2) Faktor-faktor pendorong pelayanan BPBD Kota Banda Aceh yang
mempengaruhi pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota

Banda Aceh sebagai berikut :
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a. Pendidikan dan Pelatihan secara berkala bagi aparatur BPBD
b. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
c. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah

Kota, LSM dan SKPD terkait

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Faktor-faktor penghambat pelayanan BPBD Kota Banda Aceh
ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJM Kota Banda Aceh
adalah:

a. Kurangnya pelatihan teknis tentang penanggulangan bencana

b. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Faktor-faktor pendorong pelayanan BPBD Kota Banda Aceh
ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJM Kota Banda Aceh

adalah:

a. Pendidikan dan Pelatihan secara berkala

b. Peningkatan pemahaman melalui Diklat Teknis

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat pelayanan BPBD Kota Banda Aceh
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

1) Kurangnya keahlian personil dalam pengawasan tata ruang
wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;

2) Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan secara berkala
terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup

strategis.

Faktor-faktor pendorong pelayanan BPBD Kota Banda Aceh
ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah Adanya kewenangan
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yang diberikan kepada personil untuk melakukan evaluasi atas
rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah dan

pengawasan penataan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis dalam rangka pelaksanaan penanggulangan
bencana tugas dan fungsi BPBD Kota Banda Aceh dihadapkan pada

isu-isu strategis sebagai berikut:

a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral
b. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi
c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparatur penanggulangan

bencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.
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BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu pandangan kedepan yang akan dituju, apa
yang akan dilakukan secara jelas, yang mampu membangun inspirasi

dan motivasi, dan menjadi pendorong dan peluang bagi organisasi.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh
adalah “Terciptanya Aparatur Penanggulangan Bencana yang
handal, beretika, dan profesional dalam mewujudkan Kota
Banda Aceh Madani.” Untuk mewujudkan visi tersebut maka

ditetapkan misi:

1. Membangun system penanggulangan bencana yang handal,
terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

2. Meningkatkan  Kualitas  sumberdaya  aparatur dalam
penanggulangan bencana.

3. Menciptakan kondisi yang aman/melindungi masyarakat

melalui pengurangan risiko bencana.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan
suatu kerjasama yang sinergis antar pemerintah daerah, lembaga
pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat, untuk dapat
melaksanakan program kegiatan dalam Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Banda Aceh yang sesuai dengan arah

kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
4.2.1 Tujuan Jangka Menengah

Berdasarkan visi dan misi yang telah di tetapkan maka tujuan
yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Banda Aceh selama periode tahun 2012 s/d 2017 adalah :

a. Tujuan Misi I
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1. Meningkatkan kwalitas system penanggulangan bencana
2. Mewujudkan kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan

tugas

b. Tujuan Misi II

Meningkatkan kwalitas sumberdaya aparatur

c. Tujuan Misi III
Meningkatkan keamanan dan  perlindungan terhadap

masyarakat.

4.2.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai maka dapat di
tetapkan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Banda Aceh selama periode tahun 2012-2017, yaitu
sebagai berikut:

a. Sasaran Tujuan 1 Misi I

Meningkatnya kwalitas pelaksanaan penanggulangan bencana

yang handal, terencana, terpadu, terkoordinasi dan

menyeluruh.

b. Sasaran Tujuan 2 Misi I
1. Tersedianya anggaran yang memadai

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

c. Sasaran Tujuan 1 Misi II

Terwujudnya aparatur yang memiliki wawasan kebencanaan

d. Sasaran Tujuan 1 Misi III
1. Meningkatnya keamanan dan perlindungan terhadap

masyarakat
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2. Menjadikan masyarakat tangguh bencana.

4.3 Strategi dan Kebijakan
4.3.1 Strategi

Strategi adalah pernyataan-pernyataan mengenai cara
mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-
kebijakan. Pada prinsipnya cara pencapaian adalah tujuan dan
sasaran adalah strategi sebagai hasil penetapan alternative yang

terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-
hal yang diperkirakan akan timbul yang dapat berubah-ubah,
sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan dating
dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik,
proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam
penetapan kebijakan, program-program strategik dan kegiatan
strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh

adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan  system  penyelenggaraan  penanggulangan
bencana yang handal, mencakup penanganan pra bencana,
tanggap darurat, dan pasca bencana.

2. Usulan Rencana Kerja Anggaran yang sesuai kebutuhan

3. Pelaksanaan dan pelatihan sumberdaya aparatur
penanggulangan bencana.

3. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan
pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta prilaku dan
budaya sadar bencana ;

4. Pembentukan tim reaksi cepat (unit khusus penanganan
bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi
yang memadai yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota
Banda Aceh.

5. Pembentukan KMPB (Komite Masyarakat Peduli Bencana)
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4.3.2 KEBIJAKAN

Sebagai pedoman untuk melaksanakan tindakan dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan,

diambil beberapa kebijakan yakni sebagai berikut:

1. Adanya regulasi tentang penanggulangan bencana

2. Komitmen dari Kepala Daerah terhadap anggaran

3. Prioritas pendidikan dan pelatihan teknis bidang
penanggulangan bencana

4. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam peningkatan
keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat

5. Adanya komitmen dari kepala BPBD untuk menjadikan

masyarakat tangguh bencana
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BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan

dan ditetapkan beberapa program dan kegiatan kerja sebagai

berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11

Kegiatan penyediaan komunikasi, sumberdaya air dan
listrik.

Penyediaan alat kebersihan kantor.

Penyediaan alat listrik dan elektronik.

Penyediaan alat tulis kantor.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
perkantoran

Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang.
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi.

Penyedian tim pengadaan barang.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.1
2.2
2.3
2.4

Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Pemeliharaan gedung escape building.

Pengadaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Pengadaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional.

3 Program peningkatan disiplin aparatur

3.1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
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4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran.

Pengadaan pos bantu pemadam kebakaran.
Pembangunan sumur bor dan reservoir.
Pengadaan mobil tangga.

Pengadaan mobil suplay 16 Ton.
Pengadaan roda dua.

Pengadaan kereta ganding.

Pengadaan baju pemadam.

Pengadaan gedung escape building.

5. Program Peningkatan pelayanan penanggulangan kebencanan

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Pengadaan radio internet (Ranet).
Pengadaan speedboat Fiber Glass.
Mesin boat 40 PK.

Pengadaan pelampung.

Pengadaan tandu.

6 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

6.1
6.2

Mitigasi

Pembinaan dan pelatihan relawan BPBD.

Rencana Prgorgam dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Banda Aceh adalah sebagaimana disajikan dalam tabel

5.1 terlampir
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BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPBD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Banda Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah

sebagaimana yang disajikan dalam table 6.1 berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi
Kinerja
pada . . Kondisi
awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator periode pada akhir
RPJMD periode
RPJMD
(Tahun
2012) 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya
pelayanan 85% | 85% | 88% | 90% | 92% | 95% 95%
administrasi
perkantoran

2 Meningkatnya
kelancaran tugas- 80% 80% 85% 87% 90% 90% 90%
tugas kantor

3 Meningkatnya

kelancaran tugas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur

4 Tersedianya aparatur
penanggulangan
bencana yang
berkualitas dan
mempunyai 47% 50% 60% 70% 75% 80% 80%
integritas tinggi
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Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh

Target Kinerja Program dan Kerangka

g Data 2013 2014 2015 2016 2017 Kondisi Kinetja pada Akhir Periode | ;.
- o ] Indikator Kinerja czp:i‘:“ Kerja
g
g g & KODE Program dan | Program (Outcome) | P3¢% SKPD | oo
5 i s Kegiatan dan Kegiatan . Penang
= @ g (Output) AW Target |Rp Target |Rp Target |Rp Target |Rp Target [Rp Target |Rp gung
= Perenca
| Jawab
E naan
(1) (2) (3) “@ (5) 6) @) (8) 9) (10) (11 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2013 2014 2015 2016 2017
113 Program
Pelayanan Lancarnya
Administrasi | Pelaksanaan 100& | 1008& 1,573,056,483 | 100& 1,722,320,507 | 1008& 1,756,766,917 | 1008& 1,791,902,255 | 100& 1,881,497,368 | 100& 8,725,543,530 | BPBD
Perkantoran Administrasi
Perkantoran
1(13]1.13.02 |01 (02
iz;f:;‘y:s‘ Berfungsinya |Kelancaran Penyediaan Jasa | Berfungsinya
sumber daya | Komunikasi, | Pelaksanaan 2 sarana © 100% | 12 bln 61,200,000 | 12 bln 74,000,000 | 12 bln 75,480,000 | 12 bln 76,989,600 | 12 bin 80,839,080 | 12 bln 368,508,680 | BPBD
: sumber daya |Administrasi sumber daya air [sumber daya air
air dan . ‘ > >
; air dan listrik |Kantor dan listrik dan listrik
listrik
1(13]1.13.02 |01 (08
Ter . N
o R - Penyediaan Jasa | Tersedianya alat-
b e N kebersihan alat kebersihan 100% 12 bin 5,400,158 12 bin 5,670,166 | 12 bln 5,783,569 | 12 bln 5,899,241 | 12 bln 6,194,203 | 12 bln 28,947,336 | BPBD
Kebersihan |kebersihan  |Administrasi
kantor kantor
Kantor kantor Kantor
1[13[1.13.02 |01 |10
Lancarnya oo dianya |Lancarnya Kegiatan .
Kegiatan < Tersedianya Alat
: alat tulis  |Kegiatan Penyediaan alat [ - 100% | 12bln 12,999,325 | 12 bln 16,649,291 | 12 bin 16,982,277 | 12 bin 17,321,922 | 12 bln 18,188,018 | 12 bin 82,140,834 | BPBD
rutin kantor " Tulis Kantor
kantor rutin kantor tulis kantor
BPBD
1(13]1.13.02 |01 (11
Kelancaran |TerPenuhiny |Kelancaran Penyediaan
o+ |a Persediaan | Penyediaan barang ctalcan |Tersedianya barang
Koz bahan barang cetak dan 100% | 12bln 4,520,000 | 12 bln 5,746,000 | 12 bin 5,860,920 | 12 bin 5,978,138 | 12 bln 6,277,045 | 12 bin 28,382,104 | BPBD
administrasi dan
cetakan dan |cetakan dan penggandaan
kantor penggandaan
1[13[1.13.02 |01 |12
Persedi Penyediaan
K::;;s:za Tersedianya |Lancarnya komponen Tersedianya
Listrik/pene |12t listrik |pelayanan Instalasi listrik | komponen listrik 100% | 12 bln 3,456,000 | 12 bin 5,000,000 | 12 bln 5,100,000 | 12 bin 5,202,000 | 12 bln 5,462,100 | 12 bln 24,220,100 | BPBD
dan administrasi /penerangan | /penerangan
rangan elektronik  |perkantoran bangunan bangunan kantor
kantor
Kantor
1(13]1.13.02 |01 (17
Te»j[pe}:‘“h‘“y Tersedianya ||
a Vakan Makan b f;{amya Penyediaan Tersedianya Makan
minum minum © asanaan makanan dan  |Minum Petugas 100% | 12 bln 468,001,000 | 12 bln 491,401,050 | 12 bin 501,229,071 | 12 bin 511,253,652 | 12 bln 536,816,335 | 12 bln 2,508,701,108 | BPBD
petugas administrasi : .
§ petugas piket minuman Piket dan TRC
piketdan  [FOEEY) kantor
TRC
13 1.13.02 |01 (18
Terpenuhiny
a undangan ' Terpenuhinya
Lancarnya  |rapat Kelancaran Rapat-rapat P v
Koordinasi |koordinasi | pelaksanaan koordinasi dan | UPdangan rapat
csanaar ! koordinasi dan 100% | 12bin 90,000,000 | 12 bin 150,000,000 | 12 bin 153,000,000 | 12 bin 156,060,000 | 12 bln 163,863,000 | 12 bln 712,923,000 | BPBD
Keluar dan Administasi konsultasi o st Yoluar
Daerah konsultasi |Perkantoran keluar daerah
daerah
keluar
daerah
13[1.13.02 |01 [19
Kelancaran |Lancarnya | Tersedianya
e | |petelangan/p |Jasa Penyediaan jasa | Tersedianya Jasa
At pelelangan/peng | Pengadaan barang | 50% | 6 bln 4,050,000 | 6 bin 4,252,500 | 6 bln 4,337,550 | 6 bln 4,424,301 | 6bin 4,645,516 | 6 bln 21,700,867 | BPBD
barang dan |barang dan adaan barang |dan jasa
Kantor N N
jasa jasa
13 [1.13.02 |01 |20
Meningkatny Terpenubiny || oo
a a Penyediaan Penyediaan jasa
Penyediaan | Penyediaan Y v J . .
nan tonogs|jnen tenaga [125@ tenaga tenaga Tersedianya jasa
Jasa endukung pendukung pendukung tenaga | 100% | 12 bln 923,430,000 | 12 bin 969,601,500 | 12 bln 988,993,530 | 12 bln 1,008,773,401 | 12 bln 1,059,212,071 | 12 bln 4,950,010,501 | BPBD
inistrasi/ administrasi/tek|ADM Perkantoran
asi ; ‘
! ! teknis nis perkantoran
/teknis teknis
perkantoran
perkantoran |perkantoran




13 [1.13.02 [02 Meningkatnya
Program kelancaran tugas
peningkatan kedinasan
sarana dan 100% | 100% 1,583,650,980 |  100% 2,523,778,343 | 100% 2,972,267,878 | 100% 3,473,190,267 | 100% 3,950,547,669 | 100% 14,503,435,136 | BPBD
prasarana
aparatur
13 [1.13.02 |02 [03
Terlaksanan |Terpenuhiny || o
va kegiatan |a o e pembangunan | Tersedianya
Pembanguna | Pembanguna g e Gedung Kantor 1 Unit 1 unit 1,004,707,905 | 1 Unit 887,983,248 332,683,639 2,225,374,792
n Gedung Gedung Kantor
n Gedung  |n Gedung BPBD
Kantor
Kantor Kantor
13 1.13.02 |02 |05
Pengadaan
Kendaraan Adanya Alat 13 Unit 1 Unit 1,500,000,000 |14 Unit 1,500,000,000
: pendukung kerja
Operasional
13 [1.13.02 |02 |07
petnganan, e \ceimpanan Pengadsan p iona Sarana
peayanan var perlengkapan | o0 Y O 100% | 12bln 133,600,000 | 12 bin 200,400,000 | 12 bin 220,440,000 | 12 bin 222,644,400 | 12 bln 267,173,280 | 12 bin 1,044,257,680 | BPBD
kantor kantor kantor gedung kantor
13 1.13.02 |02 (10
Meningkatny | Tersedianya |Lancarnya
apelayanan |alat Pelayanan Pengadaan Tersedianya Sarana 600,000,000 | 12 bin 12 bin 600,000,000 1,200,000,000
asi | per Administrasi Mobiler Kantor |dan Prasarana
kantor kantor kantor
13[1.13.02 |02 |22
Lancarnya Lancarnya
kegiatan )
Berfungsin o Pemeliharaan |
Gedung kegiatan pelaksanaan Rutin/Berkala | C P¢loaranya 45% | 12 bln 800,000,000 | 12 bin 1,072,593,703 | 12 bin 1,083,319,640 | 12 bin 1,085,486,279 | 12 bln 1,139,760,593 | 12 bin 5,181,160,216
kegiatan Gedung Kantor
Kantor sarana Gedung Kantor
sarana
prasarana
prasarana
13 1.13.02 |02 (24
Berfungsinya| Terpeliharan Pemeliharaan
o e Y ya Peningkatan Rutin/Berkala | Terpeliharanya
dinas/operas Kendaraan |sarana dan Kendaraan kendaraan 100% | 12 bln 635,377,780 | 12 bln 635,377,780 | 12 bln 648,085,336 | 12 bin 661,047,042 | 12 bin 694,099,394 | 12 bin 3,273,987,332 | BPBD
o PEraS| finas/operas |prasarana Dinas/Operasio |dinas/operasional
ional nal
13 [1.13.02 |02 |26
Pemeliharaan
Ber Terpeliharan i berkal Terpelih
peralatan  |ya peralatan |sarana rutin/oerka'a cerpelinara 100% | 12 bln 14,673,200 | 12 bln 15,406,860 | 12 bln 15,714,997 | 12 bln 16,029,297 | 12 bin 16,830,762 | 12 bin 78,655,116 | BPBD
perlengkapan | peralatan kantor
kantor kantor kantor
gedung kantor
13[1.13.02 |03 P Meningkatnya
rogram e
evinghatan |disiplin aparatur
e i 100% | 100% 63,600,000 66,780,000 | 100% 68,115,600 | 100% 69,477,912 | 100% 72,951,808 | 100% 340,925,320 | BPBD
aparatur
13 [1.13.02 |03 [02
Lancarnya
Tersedianya | iatan Pengadaan )
pakaian ¢ Tersedianya
Keseragama | ;.5 oy~ |Pengadaan pakaian dinas |\ 2ian dinas dan 125 125 130 130
n Pakaian ; pakaian dinas; beserta pat 100% | 106 Org 42,400,000 | 120 Org 44,520,000 45,410,400 46,318,608 48,634,538 227,283,546 | BPBD
atribut untuk, Atribut untuk org org org org
Dinas ! beserta perlengkapanny A
pegawai pegawai BPBD
perlerngkapa a
nnya
13 [1.13.02 |03 [05
Lancarnya
Keseragama |Tersedianya |<e8i2tan Pengadaan
n Pakaian  |pakaian pengadaan pakaian - |Tersedianya 106 Org | 106 Org 21,200,000 | 120 Org 22,260,000 | 125 22,705,200 | 125 23,159,304 | 130 24,317,269 | 1 113,641,773 | BPBD
) ! pakaian khussus hari- |pakaian Muslim org org org org
Muslim muslim ) :
khussus hari- hari tertentu
hari tertentu
13(1.13.02 [19
Program
i’““:‘:k‘“‘;‘m Meningkatnya
=0 penanganan 100% | 12 bln 648,615,000 [ 12 bln 381,045,750 | 12 bin 388,666,665 | 12 bin 392,553,332 | 12 bin 412,180,998 | 12 bin 2,223,061,745 | BPBD
pencegahal  |pencana
bahaya
kebakaran
13 [1.13.02 |19 [08
Lancarnya Pengadaan
) . |sarana dan sarana dan
Berfungsinya| Terpenuhiny rasarana rasarana Terpenuhinya
peralatan  |a peralatan  |P P e Y 100% | 12bin 136,350,000 | 12 bin 143,167,500 | 12 bln 146,030,850 | 12 bln 147,491,159 | 12 bin 154,865,716 | 12 bin 727,905,225 | BPBD
pencegahan pencegahan | Peralatan Kantor
kantor kantor
bahaya bahaya
kebakaran kebakaran




13 11.13.02 |19 (12
Terlaksanan | LC7PEUDAran |y o) caran Peningkatan Terpenuhinya
a kegiatan [ P3N | ool canaan Pelayanan Sarana dan
b4 pendukung P Penanggulangan [PE818 A0 | 100% | 90Gpg 512,265,000 | 90 Gpg 237,878,250 | 90 Gpg 242,635,815 | 90 Gpg 245,062,173 | 90 Gpg 257,315,282 | 90 Gpg 1,495,156,520 | BPBD
ini bahaya s
gan bencana [0 kantor e an kebakaran
13[1.13.02 |22
Meningkatnya
Program
Sostatisast pengetahuan
dalam rangka | "el2Van dan 0% | 20% 194,224,776 |  20% 150,000,000 | 20% 151,500,000 | 20% 153,015,000 | 20% 156,075,300 | 100% 804,815,076 | BPBD
] masyarakat dalam
Bencana Eenanceniangan
bencana
13 1.13.02 |22 (01
Adanya Pengembangan
pengurangan | Terlaksanany | Prasarana kearifan lokal [
resiko amitigasi | mitigasi sebagai e 0 1Pos 194,224,776 | 1 Pos 150,000,000 | 1 Pos 151,500,000 | 1 Pos 153,015,000 | 1 Pos 156,075,300 | 2 Pos 804,815,076 | BPBD
bencana bagi|bencana bencana peringatan dini &
masyarakat bencana
13 ]1.13.02 |23 (01
Rencana Induk |Berkurangnya
Sistem I rctek | babayaiyang) 0% | 90 Gpg 150,000,000 | 90 Gpg 100,000,000 | 90 Gpg 101,000,000 | 18 Gpg 102,010,000 | 18 Gpg| 107,110,500 | 90 Gpg 560,120,500 | BPBD
Kebakaran timbul bagi
(RISPK) masyarakat
Berkurangny | Terpenuhiny rerpenuhinga
abahaya  |a sarana dan |Pengurangan Dukungan e
resiko bahaya sarana dan rasarana bahaya 0 Gpg | 90 Gpg 150,000,000 90 Gpg 100,000,000 | 18 Gpg 101,000,000 | 18 Gpg 102,010,000 | 18 Gpg 107,110,500 | 90 Gpg 560,120,500 | BPBD
bagi bahaya kebakaran prasarana dasar ﬁebakman v
masyarakat |kebakaran
4,213,147,239 4,943,924,600 5,438,317,060 5,982,148,766 6,580,363,643 27,157,901,307 | BPBD
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